
  

 

 

 
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

  

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 33 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024, Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran 
APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana 
Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana 

Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024, untuk 
menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor: 188.44/602/BAKUDA/2024 tentang 

Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: 
188.44/73/BAKUDA/ 2024 tentang Pemberian Belanja 

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, 
untuk memenuhi kebutuhan mendesak  yang dapat 
mempengaruhi kinerja pelayanan publik pada sejumlah 

organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan 
peninjauan kembali terhadap Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2024; 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  

5. Undang-undanag Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2023 Nomor 7 Seri D). 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2023 Nomor 4 Seri D); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 

2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah.  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 semula 

sebesar Rp. 1.315.586.739.673,48 bertambah/ (berkurang) sebesar Rp. 
9.068.816.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.306.517.923.673,48, dengan rincian 
sebagai berikut :  

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp. 1.283.520.257.612,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp.      (9.068.816.000,00) 

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.274.451.441.612,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 1.315.586.739.673,48 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp.      (9.068.816.000,00) 

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.306.517.923.673,48 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

 1) Semula Rp.      33.066.482.061,48  

 2) Bertambah/(berkurang)  Rp.                            0,00  

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  

setelah Perubahan Rp.      33.066.482.061,48 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

 1) Semula Rp.       1.000.000.000,00 

 2) Bertambah/(berkurang)  Rp.                           0,00  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah Perubahan     Rp.       1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan    Rp.     32.066.482.061,48 

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.                       0,00 
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Pasal  3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran I     Kabupaten Bangka Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2024. 

2. Lampiran II    Kabupaten Bangka Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. 

3. Lampiran IIIa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta 
SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024. 

4. Lampiran IIIb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta 
SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024. 

5. Lampiran IVa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima 

serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024. 

6. Lampiran IVb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang 

Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun 
Anggaran 2024. 

7. Lampiran Va Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima 

serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 
2024. 

8. Lampiran Vb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima 
serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 

2024. 

9. Lampiran VIa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Kabupaten Tahun Anggaran 2024 

10. Lampiran VIb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Kota Tahun Anggaran 2024 

11. Lampiran VIc Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Desa Tahun Anggaran 2024 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 
 

 
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 6 Desember 2024 

Pj. BUPATI BANGKA, 
 

dto 
 

M. HARIS AR  

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 6 Desember 2024 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
dto 

 
ASMAWI ALIE 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 33 

 

 

 

 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
dto 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA TK. I/IVb 

NIP. 197410082005012007 
 


